
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 22 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2019 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota 

menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di 

wilayahnya; 

  b. bahwa karena adanya perubahan perhitungan rincian dana 

desa pada Desa Salurano Kecamatan Tandukkalua sehingga 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019 harus diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Mamasa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002 



Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6263); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1838); 

  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 



  15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAMASA 

TAHUN ANGGARAN 2019; 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Mamasa 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten 

Mamasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Mamasa Tahun 2019 Nomor 1) terdapat perubahan sebagai 

berikut : 

1. Pada Desa Salurano Kecamatan Tandukkalua yang 

sebelumnya Rp. 797.812.000,- (Tujuh Ratus Sembilan 

Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) 

diubah menjadi Rp. 797.806.000,- (Tujuh Ratus Sembilan 

Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 

pada nomor 155 yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

2. Perubahan besaran pembagian setiap tahap penyaluran 

dalam lampiran pada nomor 1 sampai dengan nomor 168 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati Mamasa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati Mamasa ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

    Ditetapkan di Mamasa 

    Pada tanggal, 23 September 2019 

    BUPATI MAMASA, 

              ttd. 

    H. RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

Pada tanggal, 23 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA 

          ttd. 

H. ARDIANSYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 22 

 


